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I{ABUPATEII HALMAHERA BARAT

BUPATI HALfifr*,IIEIRA EARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam langka meningkatkan akses dan mutu layanan
Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) yang Lrerkualitas, maka periu
perencanaan, pelaksanaan serta pembinaan yang sistematis
terroadu dan teoat sasaran dengan meiiLratkan pihak-oihak terkait:b' trahwa guna meningkatkan alises dan mutu tt;d ilJdik;
Anak usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
adanya dukungan tokoh sentrar pemerintahan sekaligus pengferak
utama dalam pemtrinaan layanan pendidikan bagi anak usia ainiyang dapat memotivasi masyarakat dan para pemangku
kc;rcuiirigari iaiuliya uriluk riicuyeciiairal iayariar. pAun yar.g
berkualitas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan setragaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penetapan Bunda Pendidikan Anak usia Dini Kabupaten Halmaheri
Barat;

Mengingat : 1. undang*undang Nomor 60 Tahun 19sg tentang penetapan undang-
undang Nomor 23 Darurat rahun 19sz tentang pembentukin
Daerah-daerah swatantra Tingkat Ii Dalam witayah Daerah
Srnratantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang lJomoi'4 Tahi;n I!?4 t.**^'.- r.,^^^L.i^+^r^^"^ A"^^r-.
undan[-unaan[ Nomor 46 ranun'rHf1:;;,,'*5:'*ffi ;lH
Provinsi Maluku utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat;

4. undang-undang Nonr.or 1 Tahun 2009 tentang pembentukan
Kabupaten Halrnahera utara, Kabupaten Halrnahera selatan,
Kabupaten Keputauan sula, Kabupaten Halmahera -Ilmur dan Kota
Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
undang-undang Nomor 1z rahun 20os tentang Keuangan Negara;
undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pend.idikan
Nasional Indonesia;
TInrlang-IInrlgng Ncmor I Tahttrr ?.eq4 tentang perhenrlahArasn
Negara;
undang-undang Nomor 5 Tahun zal4 tentang Aparatur sipil
Negara;

9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2AL4 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AAZ tentang Perlindungan Anak;
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Undang-Undang Nomor I Tahun 2A'22 tentang Hutrungan
Ke uangan antgra Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2A19 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengemtiaagaa
A*^1. T T^i^ T-\.i6; I-r^1.:^+:1. T-+^-*a+.if.iiriiiiir iiuiq nrlu r ruuJut\ irarvSraul,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2OZA tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Hatrmahera Barat Nomor 6 Tahun
2AL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab.
Halmahera Barat;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun
2A19 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di KaLrupaten
Halmahera Barat;
Peraturan Daerah Kabupaten Haimahera Barat Nomor 7 Tahun
}OLg tentang Kabupaten Layak Anak;
Pe:"atur:an Daersh K*.bupaten Halrnahers Barg"t lr]crn+:: 1] ?ahusl
2A21 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2A1,6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Halmahera Barat;
Peraturan Daerah Katrupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun
2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr Kabupaten
Halmahera Barat'Iahun Anggaran 2O')5;
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2A25 tentang
Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2425;

Si:rat l*Islr-1a-n Krpa-I-a Dinas PendieLtan dan I(et'uda-5ra,a-n Noqrcrr:

4'2A/ LiZ0IDISDiKBUDIVUI 2A25 tanggal 25 Juli 2A25 perihal:
Permohonan Penerbitan SK Bunda PAUD Kab. HaLmahera Barat.

MEIIIUTU$KAN :

Menetapkan Ny. ltlERI POPATA UANG,S.PAIi.MM sebagai Bunda
Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Halrnahera Barat Pericde
2025-2030"

Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan pengukuhan Bunda PAUI] ditingkat kecamatan;
2. Membentuk kelompok kerja atau diseLrut POKJA Bunda PAUD

tingkat kecamatan;
3. ivieiakukarr kerjasanna secara bertaia ciarr irerkesinar:ri:rurrg

dengan berbagai lemtraga dan organisasi;
4. Membuat reflcana program dan kegiatan Bunda PAUD setiap

tahunnlza;
5. Meiakukan pembinaan dan pengawasaa terhadap laSranan PAUIi

tingi<at kecamatan: dan
6. Melakukal pendamping, koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas

lintas program dan sector terkait dalam pembinaan layanar:
PAUD.

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua teknis
-- -1^1---^,- Jj^!--* ^1^'l- Ta---^a^ ni'-^^ n---l:ljl-^-_ )--'
ileiai<Salraal^fi1fa fr1aiui. Oie-t1 i\.Fara r-Jillic,s FcliillLtlia.iii Liitlt
Kebudayaan Kabupaten Halmatrera Barat.

Memrrerhntikena" _ -- '_*--__
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Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkarxtya Keputusan
ini dibetrankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kab upatenTlaignahe ra Barat\
Keputusan rm mulai berlaku pada tsnggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Padatanggal:

BUPATI

Jailolo
31 ,J

UAIIG

2025

BARAT,

Tetmbusant Disampaikan kepada Yth ;
I rr---1---: n-l---- ll----.-: l: T-t-- r-i. tYlutlLErr uaadifi r\u6,glr u uaid L4,

2. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta,
3. Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan di Tidore,
4. Xetua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. lnspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala BPKD Kab. Halma.Lera Barat di Jai1o1o,
7. Kadis Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

Sekretaris Daerah

Ass. Bid. Adm. Umum
Kadis Pendidikan & Kebudayaan
Kabas. Hukum & O


